
Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagolmana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
La.Ju Lintas dan Angkutan .Jalnn (Lembo.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

Menjmbang: bahwa untuk melaksanakan kctentuan dalam Pasal 
4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 
11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupatcn Purworejo 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan, 
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Pcrsyaratan dan Tata Cara Permohonan lzin, 
Penerbitan lzin, Penerbitan Kartu lzin dan Pengenaan 
Sanksi Administratif Izin Usaha Angkutan; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN IZIN, PENERBITAN KARTU lZIN 

DAN PENQENAAN SANKS! ADMINISTRATTF 
IZIN USAHA ANGKUTAN 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 24 TAHUN 2014 

BUPATI PURWOREJO 
PROVDfSJ JAWA TEKOAH . 

•• 
SALIN AN 
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Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupatcn Pwworcjo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupa.ti Purworejo. 
4. Dina s Pcrhubungan Komunikasi dan lnformatika yang 

selanjutnya dapat disingkat Dishubkominfo adaiab Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Purworejo. 

5. Kcpala Dishubkominfo adaJah KepaJa Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Purworejo. 

6. Sadan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, melakukan usaha di bidang tertentu yang 
meliputi perscroan terbatas, perseroan komanditer, pcrseroan 
la.innya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah {BUMD} atau koperasi. 

7. Angkutan adalah setiap Kendaraan bermotor umum yang 
dipergunakan untuk angkutan orang atau barang. 

8. Kendaraan Bcrmotor adalah setiap kendaraan yang d.igerakkan 
oleh peralatan mckanik berupa mcsin selain kendaraan yang 
berjalan di alas rel. 

9. Kcndaraan Bcrmotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor 
roda 4 (Empat) atau lebih yang mcmcnuhi pcrsyaratan teknis dan 
laik jalan untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau 
barang dengan dipungut bayaran. 

10. Angkutan Pcnumpang Umum adalah setiap kendaraan bcrmotor 
umum yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan 
dipungut bayaran. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan: PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN 
IZIN, PENERBITAN IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN 
DAN PENGENMN SANKS! AOMINISTRATIF IZIN 
USAHA ANOKUTAN. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2014 tentang lzin Usaha Angkutan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2014 Nomor 2); 

,- 
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(1) Jenis Kendaraan Bermotor Umum yang wajib mendapatkan lzin, 
terdiri dari : 
a. Angkutan Penumpamg Umum dalam trayek; 
b. Angkutan Penumpang Umum tidak dalam trayek; 
c. Angkutan Barang Umum. 

(2) Anglotan Penumpang Umum dalarn trayek sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a. terdiri dari : 
a. angkutan antar kota antar provinsi (AKAP); 
b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP); 
c. angkutan perdesaan; 
d. angkutan perbatasan; 
e. anglrutan khusus, terdiri dllri : 

1. angkutan antar jemput; 
2. angkutan karyawan; 
3. angkutan permukiman; 
4. angkutan pemadu moda. 

Pasal 3 

(3) Bentuk dan isi Keputusan lzin sebagaimana climaksud pada ayat 
(1), tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 

(1) Setiap orang atau Sadan Usaha yang melakukan kcgiatan usaha 
angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan. 

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati 
melalui Kepala Dishubkominfo dalam bentuk Keputusan Kepala 
Dishubkominfo. 

Pasal2 

BAB II 

LZIN USAHA ANGKUTAN 

11. Angkutan Barang Umurn adalah setiap kendaraan bermotor 
umum yang dipergunakan untuk angkutan barang dengan 
dipungut bayaran. 

12. Usaha Angkutan adalah bidang usaha dengan kegiatan usaha 
berupa jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tern pat ke 
tcmpat lain dcngan menggun.akan kendaraan bermotor umum. 

13. lzin Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut lzin adalah 
izin yang dibcrikan oleh Bupati untuk mclakukan kegiatan usaha 
angkutan. 

14. Kartu lzin Usaha Angkutan yang selanjutnya discbut Kartu lzin 
adalah kutipan dari lzin Usaha Angkutan yang wajib dibawa oleh 
pengemudi kendaraan angkutan umum sebagai bukti 
kepemilikan lzin. 

,- 
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(1) Untuk: mendapatkan lzin, pemohon harus rnemenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. persyaratan umum 

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau 
Sadan Usaha yang didirikan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. persyaratan khusus: 
l. Pemohon Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum, harus 

mengajukan surat permohonan lzin dengan dilarnpiri: 
a} Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
b} akta otentik pendirian Badan Usaha yang 

mencantumkan bidang usaha Angkutan Penumpang 
Umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha; 

c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon 
perorangan; 

d} Jzin Mendirika.n Bangunan dengan fungsi ba.ngunan 
sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum; 

e) lzin Oangguan untuk mendirikan usaha Angkutan 
Penumpang Umum; 

I) surat pcmyataan tidak akan mempergunakan jalan 
umum untuk berpangkal; 

g) surat pemyataan kesanggupan untuk memiliki atau 
menguasai paling sedikit 5 (Lima} buah kendaraan 
bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Permohonan lzin 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN IZIN 

BAB Ill 

(4) Anglrutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, yang wajib mcndapatkan 1zin adalah angkutan barang 
yang menggunakan kendaraan barang umum. 

(3) Anglrutan Penumpamg Umum tidak dalam trayek sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. angkutan taksi; 
b. angkutan sewa; 
c. angkutan pariwisata; 
d. angkutan lingkungan. 
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(4) Bcrkas pcrmohonan yang telah diteliti, apabila belum benar dan 
belum leagkap dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan 
atau dilengkapi. 

(3) Berkas pcrmohonan yang tclah diteliti, apabila telah benar dan 
lengkap diproses lcbih lanjut untuk mendapatkan lzin. 

(2) Terhadap pcrmohonan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dinhubkominfo mcngadakan penelitian mengenai : 
a. Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai 

Garasi Angkutan Umum; 
b. lzin Gangguan untuk mendirikan Usaha Angkutan; 
c. jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis 

kendaraan bennotor yang memenuhi persyaratan sebagai 
angkutan; 

d. faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa 
angkutan bagi permohonan Izin untuk Angkutan Penumpang 
Umum. 

(1) Permobonan lzin Usaha Angkutan disampaikan secara tcrtulis 
kepada Bupati melaJui KepaJa Dinhubkominfo dengan 
melarnpirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. 

PasaJ 5 

Bagian Kedua 
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan lzin 

(2) Bcntuk dan isi surat permohonan lzin sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf b angka I dan angka 2, tercantum pada 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

(3) Bentuk dan isi surat pemyataan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) huruf b angka 1 buruf I) dan huruf g) serta angka 2 huruf 
f), tercantum pada Lampiran m Peraturan Bupati ini. 

2. Pemohon lzin Usaha Angkutan Barang Umum, harus 
mengajukan surat pennohonan Izin dengan dilarnpiri: 
a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
b) akta otentik pcndirian Badan Usaha yang 

mencantumkan bidang usaha Angkutan Barang 
Umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha; 

c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon 
perorangan; 

d) Izin Mendirikan Bangunan dengan rungsi bangunan 
sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum; 

e) lzin Gangguan untuk mendirikan usaha angkutan; 
f) surat pemyataan tidak akan mempergunaka.n jalan 

umum untuk berpangkaJ. 

I - 
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(2) Untuk mendapalkan Kartu lzin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemegang lzin harus mcngajukan permohonan dengan 
persyaratan sebagai berikut : 
a. foto copy KTP; 
b. foto copy STNK; 
c. foto copy Buku Uji; 
d. foto copy Keputusan lzin Usaha Angkutan. 

(L) Guna pemantauan, pengawasan serta pernbinaan terhadap 
usaha angkutan, maka tcrhadap setiap kendaraan angkutan dari 
usaha angkutan yang telah memiliki tzin Usaha angkutan, 
diterbitkan Kartu lzin Usaha Angkutan, 

PasaJ 6 

Bagian Kesatu 
Umum 

KARTU !ZIN USAHAANGKUTAN 

BAB JV 

(10) Bentuk dan isi Surat Pcnolakan lzin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7), tercantum pada Lampiran rv Peraturan Bupati 
ini, 

(9) Dishubkominfo tidak dapat rnernproses permohonan lzin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 

(8) Permohonan lzin yang telah ditolak, tidak dapat diajukan 
pennohonan izin kembali oleh Pemohon lzin yang sama, dengan 
objck lzin dan persyaratan lzin yang same. 

(7) Apabila permohonan izin ditolak, rnaka diterbitkan Surat 
Penolakan lzin yang berisi alasan penolakan lzin. 

(6) Apabila permohonan izin diterima, maka diterbitkan Keputusan 
lzin Usaha Angkutan dan Kartu lzin Usaha Angkutan. 

(5) Berkas permohonan yang telah benar dan lengkap diproses 
dalam waktu paling lama 14 (Empat belas) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara benar dan lengkap. 
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Pemegang lzin mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
a. untuk pemegang Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum: 

1. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin; 
2. memili.ki dan/atau menguasal tempat penyimpanan kendaraan 

penumpang umum (garasi/pool kendaraan); 
3. melakukan operasionaJ usaha angkutan penumpang paling 

lambat 6 (EnamJ bulan sejak tanggal diterbitkan lzin; 
4. melaporkan kegiatan usahanya sccara tertulis setiap tahun 

kepada Bupati melalui Kcpala DinhubkominJo; 
5. melaporkan secara tertulis kcpada KepaJa Dinhubkominfo 

apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau 
domisili perusshaan: 

6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku yang 
berkaitan dengan bidang usaha angkutan penumpang. 

Pasal 8 

KEWAJIBAN 

BABV 

(3) Berkas permohonan yang tclah diteliti, apabila telah bcnar dan 
lengkap diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Kartu lzin. 

(4) Berkas permohonan yang telah diteliti, apabila belum benar dan 
bclum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dibctulkan 
atau dilengkapi. 

(SJ Berkas permohonan yang telsh benar dan lengkap diproses dalam 
waktu paling lama l (Satu] hari kerja setelah pennohonan 
diterima secara benar dan lengkap untuk diterbitkan Kartu Izin. 

(6) Bentuk dan isi Kartu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

(2) Terhadap pennohonan penerbitan Kartu lzin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Dinhubkominfo mengadakan penelitian 
tcrhadap persyaratan teknis dan administratif, 

(1) Pennohonan penerbitan Kartu lzin disampaikan secara tertulis 
kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo dcngan 
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2). 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penerbitan Kartu Jzin 
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(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berupa: 
a. Peringatan Tertulis; 
b. Pembekuan lzin; 
c. pencabutan lzin. 

(2) Pemegang lzin yang tidak mcmperpanjang lzin dan/atau tidak 
menyampaikan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dapat dikenakan sanksi administratif. 

(1) Pemegang lzin harus memperpanjang Izin setiap S {Lima) tahun 
sekali dan menyarnpaikan laporan tertulis setiap tahun atas 
kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala 
Dinhubkominfo. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Umum 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKS! 
ADMINJSTRATIF 

BAB VI 

b. Untuk pemegang lzin Usaha Angkutan Barang Umum : 
l. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Keputusan lzin; 
2. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan 

barang umum {garasi/ pool kendaraan]; 
3. melakukan operasionaJ usaha angkutan barang paling lambat 

6 (Enarn) bulan sejak tanggal diterbitkan lzin; 
4. melaporkan kegiatan usahanya secara tcrtulis sctiap tahun 

kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo; 
S. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinhubkominfo 

apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau 
domisili perusahaan; 

6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang 
berkaitan dengan bidang usaha angkutan barang. 
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(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat 
(3), diberikan dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Peringatan Tertulis: 

I. Peringatan Tertulis Pertama 
a) Pemegang Izin yang telah berakhir lzinnya dan/ atau 

belum menyampaikan laporan tertulis, dibcri peringatan 
secara lesan oleh Petugas Dishubkominfo. 

b) Apabila sampai dengan 14 (Empat belas] hari kalender 
setelah peringatan lesan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a), Pemegang lzin belum mcmpcrpanjang lzin dan/ 
atau belum menyampaikan Laporan Tertulis, Pemegang 
Izin dapat diberikan Pcringatan Tertulis Pertama. 

2. Peringatan Tertulis Kcdua 
Apabila Pemegang lzin yang telah mendapatkan peringatan 
Tertulis Pcrtama dalarn jangka waktu 14 (Empat belas) hari 
kalender sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan 
Pertama belum memperpanjang lzin dan/ atau belum 
menyampaikan laporan tertulis, dapat diberi Peringatan 
Tertulis Kedua. 

Pasal 11 

Bagian Ketiga 
Tata Cara pengenaan Sanksi Administratif 

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dala.m Pasal 9 ayat (3), 
dapat dikenakan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. untuk Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (3) huruf a, dapat diberikan apabila telah diberikan 
peringatan Lesan oleh Petugas dari Dishubkominfo untuk 
memperpanjang lzin dan/ atau menyampaikan laporan tertulis; 

b. untuk Pembekuan lzin scbagaimana dimaksud dalarn PasaJ 9 ayat 
(3) huruf b, dapat diberikan apabila telah 14 (Empat belas] hari 
kalender scjak tanggal penyampaian Pe.ringatan Tertulis ketiga, 
pemegang lzin tidak memperpanjang lzinnya dan/ atau tidak 
menyampaikan laporan tertulis; 

c. untuk Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) huruf c, dapat diberikan apabila setelah 30 \figa Puluh) 
hari kalender scjak tanggal Pembekuan lzin, pemegang Izin tidak 
mengajukan permohonan perpanjangan lzin dan/ atau tidak 
menyampaikan laporan tertulis, 

Bagian Kedua 
Persyaratan pengenaan Sanksi ~dministratif 

Pasal 10 

,. - 
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Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat 
dikcnakan tanpa mclalui proses peringatan Lesan, Peringatan 
Tcrtulis dan Pembekuan lzin, dalam hal: 
a. Pcmcgang lzin melakukan kegiatan yang mcmbahayakan 

Kcamanan Negara; 
b. Pcmegang lzin mcmpcroleh izin dengan cara tidak sah. 

Pasal 12 

(3) Bentuk dan isi Surat Peringatan, Keputusan Pembekuan Izin dan 
Keputusan Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), tercantum pada Lampiran VJ, Larnpiran VII dan Lampiran 
vm Peraturan Bupati ini. 

(2) Peringatan Tertulis, Pembekuan lzin dan Pencabutan lzin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala 
Dishubkominfo berupa Surat Peringatan, Keputusan Pembekuan 
lzin dan Keputusan Pencabutan lzin berdasarkan pelimpahan 
kewenangan dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

c. Pencabutan lzin: 
Apabila setelah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal 
pembekuan lzin, pemegang lzin tidak mernperpanjang lzinnya 
dan/ atau tidak membuat laporan tertulis, maka lzinnya dapat 
dicabut 

b. Pembekuan lzin: 
Apabila setelah 14 (Empat belas] hari kalender sejak tanggal 
diterimanya Pcringatan Tertulis Ketiga, pemegang lzin tidak 
mempcrpanjang lzinnya dan/ atau tidak membuat laporan 
tertulis, maka lzinnya dapat dibekukan. 

3. Peringatan Tertulis Ketiga 
Apabila Pemegang lzin yang telah mendapatkan peringatan 
Tertulis Kedua dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari 
kalender sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua 
belum memperpanjang lzin dan/ atau belum 
menyampaikan laporan tcrtulis, dapat diberi Peringatan 
Tertulis Ketiga. 

. - 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 24 SERJ B NOMOR 19 

TRJ HANDOYO 

Ttd 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purwortjo 
pada tangg:al : 4 Juh 20 l 4 

MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditctapkan di Purworejo 
pada tanggal 4 Juli 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan pencmpatannyo dalam Bcrita Oacrah 
Kabupatcn Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 13 

KETENTUAN PENUTUP'· 

BAB VII 

- 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan buruf b, perlu 
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas 
Pcrhubungan Komunikasi dan Inforrnatika 
Kabupaten Purworejo ten tang lzin Usha Angkutan; 

b. bahwa pemohon izin usaha angkutan atas nama : 
................. dengah alama t ...............•............... , 
telah mernenuhi persyaro.tan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
dapat diberikan lzin Usaha Angkutan; 

Menimbang a. bahwa kebutuhan akan tersedianyajasa angkutan 
di wilayah Kabupaten Purworcjo masih 
memungkinkan didirikannya perusahaan 
angkutan baru: 

Membaca : Surat permohonan Izin Usaha Angkutan dari : 
Nama . 
Alamat . 

KEPAlA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASl DAN lNFORMATIKA 
KABUPATEN PURWOREJO, 

IZIN USAHA ANGKUTAN 

KEPU'TUSAN KEPAl.A DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR: . 

TENT ANG 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN lZlN, PENERBITAN 
!ZIN, PENERBITAN KARTU IZIN 
DAN PENGENAAN SANKS! 
ADMINISTRATJF lZlN USAHA 
ANOKUTAN 

KEPUTUSAN !ZIN USAHA ANOKUTAN 

KOPSKPD 
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1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi .Jawa Tengan, 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teruang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025}; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Nomor 4737); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah 
dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
Tahun 1993 Tentang Penyelcnggaraan Angkutan 
Baran di Jalan; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di JaJan dengan Kendaraan Umum; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kcrja 
Perangkat Daerah Kabupatcn Purworejo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2012 Nomor 17); 

Mengingat 
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Pemegang lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai kewajiban: 
a. untuk lzin Usaha Angkutan Penumpang Umum: 

I. mentaati ketentuan yang berlaku bagi Usaha 
Angkutan Penumpang Umum; 

2. memiliki dan/atau menguasai ternpat 
penyimpanan kendaraan penumpang umum 
(garasi/ pcoJ kendaraan); 

3. melakukan operasional usaha angkutan 
penumpang Umum paling lambat 6 (Enam) 
bulan sejak tanggal diterbilkan lzin; 

4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis 
setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala 
Dinhubkominfo; 

5. melaporkan secara tertulis kcpada Kepala 
Dinhubkominfo apabila terjadi perubahan 
kepemilikan perusanaan atau domisili 
perusahaan; 

6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku yang berkaitan dcngan bidang 
usaha anglrutan penumpang Umum. 

KEDUA 

dengan daftar kendaraan yang mendapatkan lzin 
Usaha Angkutan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

Menetapkan : 
KESATU Memberikan lzin Usaha Angkutan kcpada: 

Nama Perusahaan 
Nama Pemilik 
Alamat 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2014 tentang lzin Usaha Anglrutan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2014 Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 
2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnformatika Kabupaten Purworejo [Berita 
Daerah Kabupatcn Purworejo Tahun 2013 Nomor 
86); 

11. Pcraturan Bupati Purworcjo Nomor 24 Tahun 
2014 tcntang Persyaratan dan Tata Cara 
Permohonan lzin, Pcnerbitan Izin, Penerbitan 
Kartu lzin dan Pengenaan Sanksi Administratif 
lzin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupatcn 
Purworejo Tahun 2014 Nomor 24); 

MEMUTUSKAN : 



Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 
(Lima ) tahun, terhitung mulai tanggal . 
sampa.i dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan wajib di 
dafter ulang setiap tahun. 

Jzin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak 
membebaskan pcmegang Jzin dari kcwajiban untuk 
mempcroleh izin lainnya sesuai dengan pcraturan 
pcrundang undangan yang berlaku. 

b. Untuk lzin Usaha Angkutan Barang Umu.m : 
I. mentaati ketentuan yang berlaku bagi Usaha 

Anglcutan Barang UmU:m; 
2. memiliki dan/atau menguasai tempat 

penyimpanan kendaraan barang umum 
(garasi/ pool kendaraan); 

3. melakukan operasional usaha angkutan 
barang umum paling lambat 6 (Enam) buJan 
sejak tanggal diterbitkan lzin; 

4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis 
setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala 
Dinhubkominfo; 

5. melaporkan secara terrulis kepada KcpaJa 
Dinhubkominfo apabila tcrjadi pcrubahan 
kcpcmilikan pcrusahaan a tau domisili 
pcrusahaan; 

6. mematuhi Peraturan Pcrundang-undangan 
yang berlaku yang berkaitan dengan bidang 
usaha angkutan barang Umum. 

c. khusus untuk Usaha Angkutan yang kegiatan 
usahanya berupa pengangkutan bahan berbahaya, 
d.iwajibkan untuk mematuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
l. mobil barang penganglrut barang berbahaya 

tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut 
bahan makanan atau barang lain yang dapat 
membahayakan keselamatan, serta terhadap 
jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk 
hidup lainnya; 

2. awak kendaraan yang beroperasi harus 
merniliki kualifikasi di bidang angkutan bahan 
berbahaya sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku; 

3. kendaraan yang mengangkut barang berbahaya 
harus dijaga oleh awak kendaraan yang 
memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang 
berlaku, baik pads seat berjaJan, selama 
berhenti/parkir dan pads seat memuat/ 
membongkar muatannya. 

15 

KEEMPAT 

KETJOA 
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NAMA LENGKAP DO OELAR 
PANG KAT 

NIP 

KEPALA DINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA 
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MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

NAMA LENGKAP DG GEL.AR 
PANG KAT 

NIP. 

KEPALA DINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWOREJO, 

N JENI$ NOMOR TAIIUN DAYA 

0 KENDARM.N KENO. MERK PEMBUATAN ANO KUT 

DAFTAR KENDARAAN 
YANG MENDAPATKAN !ZIN USAHA ANOKUTAN 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
!ZIN USAHA ANGKUTAN 

I • 



18 

Nam a 
Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan / Koperasi / 
Perorangan •) 

Nama Lengkap 
Ternpat dan Tanggal La.hir 
Pckcrjaan / Jabatan 
Alamat 
Nomor Tclcpon 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Dengan honnat, 

PURWOREJO 
di- 

KEPADA: 
Yth. Bupati Purworejo 

Cq. Kepala Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
lnformatika 
Kabupaten Purwore p 

: 1 (satu) berkas 
Permohonan Izin Usaha 

: Anglrutan 

Purworejo, . 

Nomor 
Lampiran 

Perihal 

AlamaL Telp .. 

KOP PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN 

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURWORE.JO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN 
!ZIN, PENERBITAN KARTU !ZIN 
DAN PENGENAAN SANKS! 
ADMlNISTRATIF IZIN USAHA 
ANGKUTAN 

LOGO 

I ' 
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MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

"I Coret yang tidak perlu. 
-1 Jika kendaraan baru penyampaian nomor uji setelah proses 

pengujian kendaraan selesai. 

Pim pi nan 
Perusahaan/Koperasi/ Perorangan •1 

Matcrai 
Rp 6.000,· 

NAMALENGKAPPEMOHON 

Sebagai bahan pertimbangan bcrsarna ini kami 
lampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
b. akta otentik pcndirian Badan Usaha yang mencantumkan 

bidang usaha Angkutan Penumpang Umum bagi Pemohon 
berbentuk Badan Usaha; 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pcmohon perorangan; 
d. lzin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan 

sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum; 
e. lzin Gangguan untuk mendirikan usaha Angkutan 

Penumpang Umum; 
f. surat pemyataan tidak akan mempergunakan jalan 

umum untuk berpangkal; 
g. surat pemyataan kesanggupan untuk memiliki atau 

menguasai paling sedikit 5 (Lima) buah kendaraan 
bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum (bagi 
permohonan izin usaha angkutan penumpang umum). 

Dernikian permohonan ini karni buat dengan 
sebenar-benamya dan atas perhatiannya disampaikan terima 
kasih. 

JENlS/MERI< 
/Tl PE 

JENlS NOMOR NO MOR DAYA 
NO DAN 

TAHUN 
USAHA KENDARAAN UJ! .. l ANG KUT PEMBUATAN 

I 2 3 4 5 6 

Bersama ini kami mengajukan Permohonan/ 
Perubahan Kepemilikan/ Domisili •) lzin Usaha 
Angkutan dengan data kendaraan bermotor sebagai 
berikut : 
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MAHSUN ZAIN 

Ttd 

BUPATI PURWOREJO, 

Materai 
Rp 6.000,· 

NAMALENGKAPPEMOHON 

Pemohon, 

Purworejo, 20 Juli 2012 

Demikian surat kesanggupan / pernyataan ini saya buat 
dcngan sebenar-benamya dengan penuh tanggungjawab untuk 
dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan. 

Dengan ini menyatakan dcngan scsungguhnya bahwa saya 
1. Sanggup menyediakan tempat/ garasi untuk 

berpangkal / menyimpan semua kendaraan bennotor 
yang dimiliki; 

2. Tidak akan berpangkal di tepi jalan raya; 
3. Sanggup untuk memilild atau menguasai paling 

sedikit 5 [Lima) buah kendaraan bermotor sebagai 
Angkutan Peoumpang Umum [bagi pennohonan izin 
usaha angkutan penumpang umum); 

4. Sanggup mentaati segala ketentuan hukum yang 
berlaku bagi perusahaan/ usaha angkutan pada 
umumnya. 

Yang bcrt.anda tangan dibawah ini 
Nam a 
Pekerjaan 
Alamat 

LAMPJRANITI 
PERATURAN BUPATJ PURWOREJO 
NOMOR: 24TAHUN2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN !ZIN, PENERBITAN 
!ZIN, PENERBITAN KARTU !ZIN DAN 
PENGENAAN SANKS I 
ADMINISTRATW IZIN USAHA 
ANGKUTAN 

SURAT PERNYATAAN 



21 

MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

NAMA LENG.KAP DG GEL.AR 
PANG KAT 

NIP. 

KEPALA DINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWOREJO, 

Dernikian disampaikan untuk menjadi 
maklum. 

. , 

.. dst. 

. , 
c. 
d. 
e. 
f. 

Menunjuk surat Saudara Nomor: .. 
tanggal Perihal Permohonan lzin Usaha 
Angkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa 
permohonan Saudara tidak dapat di setujui dengan 
alasan dan pertimbangan sebagai berikut : 
a. . , 
b. .. . 

di_ 
{ domisili pemohon } 

Pcnolakan 

Purworejo, 
Kepada: 

Yth. 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN !ZIN, PENERBITAN 
!ZIN, PENERBITAN KARTU IZlN 
DAN PENG EN MN SANKS! 
ADMINISTRATIF IZIN USAHA 
ANGKUTAN 

SURAT PENOLAKAN !ZIN 

KOPSKPD 
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MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

b. am 

NAMA LENGKAP PGH GELAR 
PANGKAT 

NIP .. 

KEPALA OINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWORE.10 Kartu '"' Bel1aku I 1 Tahun • 

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN 
UU Nomor: 22 Tahun 2014 Psi 9 

1. Nama Perusahaan 
2. AJamat 
3. Nomor dan Tgl lzin 
4. Nomor Kartu lzin 

Usaha Angkutan 

g 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

Pe<aturan Dffnh Kabupot.n Purworejo 
Nomor: 2 Tahun 2014 

KAllTU IZIN USAHA ANGKUTAN 

KAR11J IZIN USAHA ANGKUTAN 
a. Tampak dcpan 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN lZlN, PENERBITAN 
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN 
DAN PENGENAAN SANKS! 
ADMINISTRATIF IZIN USAHA 
ANGKUTAN 
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Bcrdasarkan keterangan sebagairnana 
dimaksud angka 2 diatas, saudara karni berikan 
"PERINGATAN PERTAMA / KEDUA / KETIGA •)" dan 
sclanjutnya saudara harus melaksanakan apa yang 
menjadi kewajiban saudara sebagai pemegang izin 
usaha angkutan sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

a ···~ 
b ; 
c dst. 

Hasil pengawasan dan perneriksaan yang 
kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara, 
diketahui bahwa saudara sebagai pemegang lzin 
Usaha Angkutan tidak melaksanakan apa yang 
mcnjadi kewajiban saudara sebagai pemegang i.zin 
usaha angkutan, yaitu : 

Berdasarkan hasil pengawasan dan 
pemeriksaan yang kami lalrukan pada perusahaan 
angkutan saudara : 

Nama perusahaan 
Nama pemilik / pimpinan 
Alamat 
Jenis usaha 

( domisili pemohon ] 
di_ Peringatan 

Purworejo, 
Kepada: 

Yth. 
Nomor 
Lampiran 
Perihal 

SURAT PERINGATAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN 

KOPSKPD 

LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN 
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN 
DAN PENGENAAN SANKSI 
AOMINISTRATIF !ZIN USAHA 
ANGKUTAN 
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MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

NAMA LENGKAP DG GEL.AR 
PANG KAT 

NIP 

KEPALA OINHUBKOMINF'O 
KABUPATEN PURWOREJO, 

Demilcian untuk menjadi perhatian saudara. 

Masa "PERINGATAN PERTAMA / KEDUA / 
KETIGA~}" selama 1 (satu) '. bulan sejak tanggal 
dikeluarkannya surat peringatan, apabila sampai 
batas waktu yang telah ditentukan saudara belum 
melakukan upaya perbaikan sesuai dengan 
ketentuan, alcan kami layangkan surat "PERINGATAN 
KEDUA dan KETIGA*)" 

I ' 
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Menjmbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor Tahun....... tentang , 
maka dalam rangka pembinaan terhadap 
pengusaha angkutan pcrlu dikenakan sanksi 
Adminstratif berupa pembekuan izin usaha 
angkutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan informatika tentang Pembekuan Izin Usaha 
Angkutan; 

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
lnformatika Kabupaten Purworejo, Nomor: , 
Tanggal: , Pcrihal "PERINGATAN KETIGA"; 

KEPALA DTNAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN PURWOREJO, 

PEMBEKUAN lZlN USAHA ANGKUTAN 

TENTANG 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR: . 

KOP SKPD 

KEPUTUSAN PEMBEKUAN IZTN USAHA ANGKUTAN 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENT ANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN !ZIN, PENERBITAN 
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN 
DAN PENGENAAN SANKSI 
ADMINJSTRATJF IZJN USAHA 
ANGKUTAN 

. . 



1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi .Jawa Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Limas dan Angkutan Ja.lan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Nomor 4737); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah 
dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Baran di Jalan; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2012 Nomor J 7); 

26 

Mengingat 

1 • . 
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Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan 
Keputusan uu dilakukan oleh Kepala Bidang 
Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnformatika Kabupaten Purworejo. 

Apabila sarnpai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KEDUA, pihak yang 
dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU belum memenuhi ketentuan , 
maka izin usaha angkutan yang tclah diberikan 
dapat dicabut, 

Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU berlaku dari mulai tanggal sampai 
dengan tanggal . 

Nama Perusahaan 
Nama Pemilik 
Alamat 
Nomor Izin Usaha Angkutan : 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan : 
KESATU Menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan 

lzin Usaha Angkutan kepada: 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2014 Nomor 2); 

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 
2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Purworejo (Berita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 
86); 

11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 
2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Permohonan Izin, Penerbitan lzin, Penerbitan 
Kartu lzin dan Pengenaan Sanksi Administratil 
lzin Usaha Angkutan (Serita Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun2014 Nomor 24); 



28 

MAHSUN ZAJN 

Ttd 

BUf'ATI PURWOREJO, 

NAMA LENGKAP DG GELAR 
PANG KAT 

NIP 

KEPALA DINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KE LIMA 

.. 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan informatika tentang Pencabutan Izin Usaha 
Angkutan; 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Purworejo Nomor Tahun....... tentang , 
maka dalam rangka pengenaan sanksi administratif 
terhadap pengusaha angkutan perlu dijatuhkan 
Pencabutan lzin Usaha Angkutan; 

Membaca : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnfonnatika Kabupaten Purworejo, 
Nomor: , ten tang Pembekuan lzin Usaha 
Angkutan; 

KEPALA DrNAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN PURWOREJO, 

PENCABUTAN !ZIN USAHA ANGKUTAN 

TENT ANG 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR: . 

KOPSKPD 

KEPUTUSAN PENCABUTAN !ZIN USAHA ANGKUTAN 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 24 TAHUN 2014 
TENTANG 
PERSYARATAN DAN TATA CARA 
PERMOHONAN IZlN, PENERBITAN 
!ZIN, PENERBITAN KARTU !ZIN 
DAN PENGENAAN SANKSI 
ADMINISTRATIF IZIN USAHA 
ANGKUTAN 
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I. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jew« Tengah; 

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 1'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 1'ahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 1'ahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Anglrutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 
2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Nomor 4737); 

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
1'ahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah 
dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
KM 30 1'ahun 2002 tentang Perubahan atas 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 
Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Baran di Jalan; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 
18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworcjo 
{Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 1'ahun 
2012 Nomor 17); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2014 tentang lzin Usaha Angkutan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2014 Nomor 2); 

Mengingat 
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BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

NAMA LENGKAP DO OELAR 
PANG KAT 

NIP 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 

KEPALA DINHUBKOMINFO 
KABUPATEN PURWOREJO, 

Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan 
Keputusan lilJ dilakukan oleh Kepala Bidang 
Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnfonnatika Kabupaten Purworejo. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal d.itetapkan. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 
2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan lnformatika Kabupaten Purworejo (Serita 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 
86); 

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 
2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pcnnohonan lz:in, Penerbitan lzin, Penerbitan 
Kartu lzin dan Pengenaan Sanksi Administratif 
lzin Usaha Angkutan (Serita Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun'.2014 Nomor 24); 

KELI MA 

KETlGA 

KEDUA 

Menctapkan : 
KESATU Menjatuhkan sanksi administrasi berupa Pencabutan 

lzin Usaha Angkut.an kepada: 

Nama Perusahaan 
Nama Pemilik 
Alarnat : 
Nomor lzin Usaha Angkutan : 

Izin Usaha Angkutan yang telah dicabut sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU, tidak dapat 
diperbaharui atau diaktifkan kembali. 

 

 

 

 


